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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SILAUT

NAGARI DURIAN SERIBU

Jln.Å衣mIar S”mber Sdri KoくねPos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 1I2/15 /位,禽- WNDS/1-2a20

冒EN冒ANG

PENETAPAN NAMA-NAMA ÅNGGOTA KELOM耳OK DASA WISMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SER曙U

Men血bang　: a. b血wa untuk mendukung kel狐Caran Pelaksanaan Progran PKK, Pe血

dibentuk kelompok Dasa Wisma di Nagari Du血an Senbu Keca皿at狐

S組aut.

b. Bahwa Dasa Wis血a adalah kelompok ibu - ibu berasal dari lO-20 kepala

keluarga (KK) dalam satu RT yang bertujuan membantu kelancaran tugas

- tugaS POkok dan Program PKK Nagari.

BahWa berdasarkan pe血mbangan sebagai皿ana dimaksud pada hunlfa

C. dan huruf b, Pe血ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagarl Durian

S餌ibu;

く　Men互ngat　　: 1. Undang-undang Nomor 12 Ta血un 1956 tentang Pe血bentukan Daerah

Otono皿　Kabupaten Dalam Lmgkungan Daerah Propinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Republik ‘ Indonesia Tahun ]956 Nomor 25)

Jis Undang -　undang Im. Nomor ’121.Ta血叩1957 (Lembaran Neg紬a

Republik Indonesia Tah皿1957 No血or 77) Jo Undang - ur血mg Nomor

58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor lO8, Tamba心細Lembaran N9gara RepubHk Indonesia Nomor

1643);

2. Undang - undang Nomor 4 Tahm 1984 tentang Wab血Penyakit Mem血r

(Lembaran Negara R印ublik血donesia T血un 1984 Nomor 20, Tambahan

Le血baran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



3. Undang - undang Nomor 17 Tchun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Ne節的　Republik血donesia Tahun 2003　Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Repul)lik Indonesia Nomor 4286); .

4. Undang - undang Nomor 7　Ta血m 2004　tentang Sunber Daya Air

(Lembaran Negara Republik血donesia Ta血un 2004 Nomor 32, Tambahan

Le皿baran Negara Republik血donesia Nonor 4377);

5. Undang　- undang Nomor 15　Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tangg皿g Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Reptblik　血donesia Tahun 2004 Nomdr　66, Ta血uahan Lembaran

Negara R印ublik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang 「mdang Nomor　32 Tahun 2004　tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik∴血donesia Tahun　　2004　　Nomor

125,Tambahan Lemb紬m Negara Republik Indo事IeSia Nomor 4437)

Sedaga血a]ra telah diul)all terak血den毒血Undang - Undang Nonor 12

Tahun 2008 tenta皿g Perubahan Kedun‘’Aねs undang - Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Peme血ta血卸し　Paerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamb血狐Lembanm Negara Republik

Indo皿eSia Nomor 4844);

7. Undang　- undang Nomor 33　Tah皿2004 tent狐g Perimbangan

Keuangan Antara Pemerinta血　Pusat dan Peme血tahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah皿2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang - undang Nomor 32 Ta血un 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik血donesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rapublik血doneふa

No皿or 5039);

9. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2009 Ncmor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang - undang Nomor l Tahun 2ql l‘ tentang Perumahan dan Kawasan

Pemu血nan qu皿baran Negara R印も帆ik hdonesia T心血2O= Nomor 7,

Tamba血an Lembaran Negara RepubHk Indon珠ia Nomor 51 88);

11. Undang - undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara R印ub肱血donesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　5587)

Sebagaimana telah beberapa kali diubch terak血r dengan Undang -

undang Nomor 9 Tahm 2015 tentang Peruba血an Kedun Atas Undang -

undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Len血aran



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor　58, Tambahan

Le皿baran Negara Republik血donesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggul狐gan

Wal)血　Penyaklt (Lembaran Negara R印ublik血donesla T血un 1991

Nomor 49 Tambahan Lembanm Negara Repubhik血donesia Nomor 3447;

13. Peraturan Peme血ta血Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan

SyStem Penyediaan Air Minun (Lembaran Negara Republik Indonesia

T血un 2005 No皿Or 33 Tambahan Lembar狐Negara Republik血donesia

No皿or 4490),

14. Peraturan PemeriI]tah No皿or　58　Tah皿　2005　tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reprb皿【血donesia T血un 2005

Nomor 140, Tanba血an Lembaran Negara Republik血donesia Nomor

4578);
ヨ

15. Peraturan PemeriI同心Nomor 72 Ta正式2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Repub肱Indonesia Tahl狙2005　Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara R印ublik血donesia Nomor 4587);

16. Pera血Iran PemeI血tah Nomor 72　Tahun　2005　tentang Kelurahan

(Lembaran Negara Republik血donふia Tahun 2005　Nomor 159,

Tambahan Le重Ilbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

17. Peraturan Peme血tah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Peme血t血an Daerah (Lembanan Negara

Republik血donesia Tahm 2005 Nomor 165, Tambahan Lemb紬m Negara

Republik血donesia 4593 );

18. Pemturan Pemerlnt血Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemba由an Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemer血ta血阻　Daerah Prov血sl dan

Pemerintahan Daer血Kabupaten/Kota (Le皿baran Negara Republik

血donesla Tah皿2007 Nomor　82, Tambahan Lembaran Negara

Repub肱Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Menteri Pembangr血an DaQrah、Tertinggal Nomor l Tahun 2013

tentang pedoman Pembangunan Perd料aan s ehat Di Daer血T6血Iggal;

20. Peratur狐Menteri Kesehatan Nomor 3`‘Tah血1 2014悔ntang Sanitasi Total

BerbasIS Masyarakat;

21. Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 80 Tahun　2015　tentang

Pembentukan Produk Hukun Daerah;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No皿or 97 Tahun　2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belapja Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun Anggaran 2020 ,

23・ Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedo皿an

Pengelolaan Keuangan Nagari ( Berita Daerall Kal)uPaten Pesisir Selatan

Tah皿A血gga即2020);

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 t血un 2019 tentang Standar

Biaya Peme血t血an Nagari ta血m Anggaran 2020;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahm 2019 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan R血cian Dana Nagari yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan Belapj a Daerah tahun Anggaran 2020 ;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Ta血un 20.19 tentang Tata Can

Pembadan dan Penetapan F血cian D壷Ia Nagari yang bersumber dari

Anggaran Pendapala血豆elaI料Daerah t狐山Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Penetapan Nama - Nama Anggota Dasa Wisma Nagari Du正a血Seribu,

KecamataII Silant, Kabl坤aten Pesisir Selatan, Sebagaimana tercantum

Pada Lampiran keputusan血i, dan menxpakan bagian yang tidak

terpisal]kan dan Keputusan Wali Nagarl ini.

Kelompok Dasa Wisma Du血an Seribu, Kecamatan Silaut, Kal)uPaten

Pesisir Selatan scbagr血ana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memPunyai

Peran　皿eWujudkanし　keluarga Sejahtera dengan jangkanan ke寄a sebagal

behkut :

1. Usala Peめaikan gizi ke獲uarga.

2. MasalahPe巾Ⅲtuhan Anak. ‘

3. Makanan Sehatba由keluarga ¥ ‘

午.軸心も酬勤　破瓜時か融掛軸艇聞融
res並onya.

5. Masa獲ah kesehatan ibu, bayi dan balita.

6. Masalah pe皿yakit.

7. 10 Program Pokok PKK



KETIGA Segala biaya yang timbul sebagal akibat ditetapkamya kq)utuSan皿i

dibebahkan pada Anggrran Pendapata皿Bda可a Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan melalui dana Nagari atan SuⅡ心er lain yang sah dan tidak

皿孤g此れ

KEEMPAT K印utusan i血　mulai berlaku∴sejck tanggal ditetapkan, dan apabめ

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dip鎖ba臆

kembali sebaga血ana mes血ya.
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